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MENTf,RI PERf,NCANAAN PEM8A1\.CiUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERXNCANAAN PTMBANGUNAN NASIONAL,

Menirrb.rl1S a. bahwa becana alanr yanq nlelanda Ptovinsi Aceil dan Kepulauan Nias

Provinsi Sunlatera Utara tclah nlcngakibatkan kerusakan berat pada

infrastruktur dan nlelenlahkafl perekonomisn, nelenlahkan

nrasyarakat, serta mclemahkan .ialannya pemerintahan, sehingga

perun8anan daerah ya113 men3alami bencana ciilaksanakan sesuai

den8an Rencana lnduk Rchabilita.i dan Rekonstruksi dr wilayah dan

Kehidupan ,Vasyarakat Prcvinti Aceh oan liepulauan Nias Provinsi

Sumatem Utara selragaililana diatllr dala Peraturan Presiden Nc'nlr\r

30 Tahun 2005;

b. t'akwa sebaSailrlar1a dianlanatkan dalam Pasal 5 PeBturan Pi'esrden

Nomor 30 Tahun 2OO5 jo Pcraturan Pr€siden Nomor 47 Tahun 2008

Kementenan Per€ncanaa,l PembanSunan n'asional/8adan

Perellcanaan Pembarlgunah Nasional dibelikan tanggunS Jlwab
untuk melakukan penuntauan dan pengendalian pelaksanaan

pro8mnr rehabililasi darr rtkonstruksil

c. bahwa selama 4 (enf^i) tahun pelaksanaan rehtbilitasl dah

r.ekonstn*si c1i Provi,rsi Aceh dar KcPrlauan Nias }?r'8 d aksanakar

selama nrasa tuges Bacian Rchabilita'i dan Rekonslruksi Aceh_Nias

terdapat kegiatan-kegialan valls belunl selesai dar telah drlelliuikan

penyelesaiannya oleh ken'erladall/ienba8a, pel[;nntah daereh dan

stakehoideTl^n ya yang berlangsung sampai akhir tahun 20C9;

d. bahu'a ..



Mengingat

d. bahwa denSan berakhimya masa tutas Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Aceh-Nias, keberlanjutan pelaksanaafl dan koordinasi
kegialan rehabilitasi dan rckonstruksi di wilayah pascabenca(a,

menjadi tangSung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

e. bahwa guna menuntaskan pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi
KesinambunSan Rekonstruksi pada tahun 20I'1, perlu dilakukan

Ixn,'usunan Rencana Keda Kementerian NeSara/L€mbata yant
berpedoman pada Peratumn Prcsiden N_omor 29 Tahun 2010 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 20I1, yant akan nrelljadi acuan
baSi Pemerintah Daerah dalanl nlen)'usun Rancahgan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2011;

f. bahwa berdasarkan pertinlbangan sebagaimana dimaksud dalanl
huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu mengubah susunan keanttotaan
Tin Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan Rehabilitasi dan
RekonstrukJi di Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias Provinsi sunratera
Utara;

g. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Iampiaan Keputusan
ini dianggap mampu dall memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
tugas sebagai anggota Tinr Koordinasi Penyelesaian dan Keberlanjutan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi Aceh dan Kepulau4n Nias

Provinsi Sumatera Utara:

1. Undang-UndanS Nomor 10 Tahun 2010 tenlang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Netara Tahun Anggaran 20ll (knbaran
NeSara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tanlbahan
l.embamn Netara Republik Indonesia Nomo. 5167);

2. Keputusan Presiden Nomor 42'tahtLn 2oo2 tenlang Pelaksanaan

AnSSaran Pendapalan dan Belanja NeSara (Lenrbarah NeSam

Republik tndonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nonror 4212) sebagaimana telah bebe€pa
kali diubah, terakhtu denSan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun
2004 (Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Pr€siden Nonor 82 Tahun 2007 tentar.S Badan
Perencanaan Pembanglnan Nasional;

4. Pcraturan Prcsiden Nomor 47 Tahlm 2009 tentanS Pembentukan dan
orSanisasi Kementerian Netam;

5. Peaatumn Mented Negam Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembanSunan Nasional Nomor
PER. 004/M.PPN,/09/2007 tentanS Pedoman Pen)rusunan Rencana

AnSgaran dan Biaya (RAB) Kegatan Kementerian Netam
Perencanaan Pembanguun Nasional/Badan Percncanaan

Penrbangunan Nasional, sebagaimana telah bekr^pa kali diubah'
ferakhi! dengan Peraturan Menteri Perercanaan Pembantunan
Nasional/Badan Percncanaan Pembangunan Nasional Nonror 2 Tahun
2011:,

6. Peliaturan
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6. Peraturan Menteri NeSara Perencanaan Pembantunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembanSunan Nasional Nomor
P[R. Oo5/M.PPN/ 10 / 2OO7 tenlang Orsanisasi dan Tat^ Ke?ja
Kementerian Ne8ara PerEncanaan Pemban8unan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mf,MUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN MENITRI PERENCANAAN PE,MBANGUNAN
NASIONAL/KEPAI,A BADAN Pf,RENCANAAN Pf,MBANCTJNAN NASTONAL

TENTANG PERIJBAHAN ATAS KEruTUSAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGLTNAN NASIONAL/KEPAI,A BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASTONAL NOMOR KEP.S 1/M.PPN /HK/ 03 / 2O1I
TENTANG PE,MBENTUKAN TIM KOORDINASI PEI.IYEIISAIAN DAN
KXBIRLANJI,'TAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI PROVINSI ACEH

DAN KEPUI.AUAN NIAS PROVINSI SUMATERA L'TARA.

f[RTAMA Mengubah susunan keangSotaan'llm Koordinasi Penyelesaian dan
Keberlanjutar Rehabilitasi dan Rekonstmksi di Provinsi Aceh dan
Kepulauan Nias Pilcvinsi Sumate.a UtaE, selanjutnya disebut Tim KP(RR

Aceh-Nias, dengan susunan keanSgotaan sebagaihana tercantum dalam
Lampimn KeputuMn ini.

XEDLIA Biaya yang diprlukan untuk pelaksanaan tugas Tinr KPKRR Aceh-Nias
dibebankan padz An aran Pendapatan dan B€lanja NeSara (APBN)

Kenlenterian PPN/Bappenas Tahun Anggarah 2o11 dan sumber
pembiayaan lainnya s€suai peEturan yanS berlaku.

(F]TICA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dilet^pk,'n, dan berlaku surut
sejak r Agustus 201I.

dtrcrer,e neoaN NASIONAL,

ARMIDA S. AUSJAHBANA

Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

l. SekEtaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas;
2. Dir€kturJenderal Antliaran, Kementerian Keuangan;
3. DirekturJenderal PefLlendaharaan, Kemelterian Keuangan;
4. Inspeltur Utama, Bappeflasi
5. Kepala Biro Perencanaan, or3anisasi dan Tata Laksana, Kenlenterian PPl'_/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukunr, Kementenan PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pengen$an8an Re8ional dan Otonomi

Daemh Tahun 20I I, Kementerian PPN/Bapp€nas;
8. YanS bersangkut4n.

Ditetapkan di Jakada
pada lan3€al 29 Scpicnlber 2O'11

MXNITRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/



I"A.MITRAN
KEruTUSAN Mf,NTERJ PPN/TEPALA BAPPENAS

NOMORKEP. 92 /M.YPN/HK]09/2OII
TANGCAL 29 SEPTEMBER 2OI I

SUSUNAN EANGGOTAAN
TlM KOORDINAST PENTYELESAI,AN DAN KEBERIANJUTAN RE}IABIUTASI DAN R.f,KONSTRI'KSI

DI PROVTNSI ACEH DAN IGPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

A. TlM PENGARAH
Ketua
Anggota

: Deputi Bidang PenSembangan R€ional dan Otonomi Dafrah.
: Deputi Bidang Pendanaan PembanSunan.

Direktur Kawasan Khusus dan Daerah TertinSSal.
l. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral;
2. Dirrktur Pendanaan Luar NeSeri Bilateral;
3. Kepala Biro PerEncanaan, Organisasi dan Tatiljks n,],
4. Kepala Pusat Dala dan Informasi Perencanaan

PembanSunan;
5. l!. Hermani wahab, M,sc;
6. Drs. Samsul widodo, MA;
7. lr. Kuswiyanto, M.Si;
E. Ir. Rohnad Supriyadi, M.si;
9. Drs. sutiman, M.Si;
I o. Andri Narti R Mardiah, ST, Mbus;
I 1. ToSu Pardede, ST, MIDD;
12. Rayi Pai?mita, ST;

13. Hari Dwi Korianto, s.Kom;
14. Nur Syarifah, SH, LLM.

u. TIM PELAKSANA
KetrLl
Aflggota

C. TENAGA Pf,NDUKLJNG 1. Ade Nurani S;

2. Aruminintsih, S.Si;

3. Subarja;
4. Sulaenran.

MENTERI PER-ENCANAAN PEMBANGTINAN NASIONAL/

,(EPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAIN

/
ARMIDA S.


